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BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006,
agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna,
periu disusun Petunjuk Peiaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2006;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyefenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan Kofusf,
Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubfik

• Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);



SALINAN 2

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negaea
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
151);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3956);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakii Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4503);

17.Peraturan Penmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Peiaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana
teiah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2005;

20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peiaksanaan
Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor
27);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor
28);
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2006 - 2010
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 5);

27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Purworejo Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2005 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN
2006

Pasal 1

Bupati Purworejo sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengeloiaan
Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan
keseluruhan Pengeloiaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

Bupati Purworejo sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang
dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengeloiaan Barang
Daerah.

Pasal 3

Untuk pengeluaran Tidak Tersangka, Dokumen Anggaran Satuan Kerja
(DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi ditandatangani oleh Bupati sesuai
dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
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Pasa! 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Pemegang Kekuasaan Umum
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Bupati
dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;

b. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Bendahara Umum Daerah adalah
Kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo;

c. Sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Umum Barang Daerah adalah
Bagian Periengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;

d. Sebagai Pelaksana Anggaran/Kegiatan adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Purworejo;

e. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Koordinator Pendapatan Daerah
adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo;

f. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendalian Kegiatan adalah
Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;

g. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Perencanaan, Monitoring serta
Evaluasi Tujuan Fungsional Program adalah Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Purworejo;

h. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan Daerah adalah Badan
Pengawas Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah disamping sebagai Pengguna
Anggaran, juga sebagai Pengguna Barang/Jasa.

Pasal 6

Uang Milik Daerah disimpan pada Rekening Kas Daerah di Bank Persepsi
yang ditentukan oleh Bupati.

Pasa! 7

Petunjuk Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 17 April 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal    : 17 April 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Bapeda

Ttd.

MEDI PRIYONO, SH, M.M
NIP. 010152940

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI A NOMOR 2
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BAB XXI

PENUTUP

Keberhasilan peiaksanaan APBD Kabupaten Purworejo selain dilaksanakan

oleh jajaran pemerintahan juga ditentukan oleh dukungan dan partisipasi

masyarakat dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasaiahan

yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten

Purworejo dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M


